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ABSTRAK 

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan sesuatu 

yang sangat penting untuk mengatur dan menjamin hak dan kewajiban seseorang. 

Wanita dan laki-laki mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Narapidana 

wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan yang sedang menjalani 

masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari 

masyarakat, selaku manusia ia mempunyai hak-hak yang wajib dijunjung tinggi 

dan di lindungi oleh hukum dan pemerintah serta kewajiban yang harus dilakukan. 

Penyusun ingin meneliti tentang pemenuhan hak narapidana wanita hamil dan 

narapidana wanita pasca melahirkan. Dalam hal ini, terdapat faktor-faktor 

pendukung dan penghambat terkait pemenuhan hak bagi narapidana wanita hamil 

dan narapidana wanita pasca melahirkan yang dilakukan oleh petugas Lembaga 

Pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian adalah bagaimana pemenuhan hak narapidana wanita 

hamil dan narapidana pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas IIB Yogyakarta dan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat 

dalam pemenuhan hak narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta? 

Jenis penelitian adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara 

deduktif diawali dari menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. 

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah preskriptif analitis tentang pemenuhan 

hak narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pelayanan 

kesehatan dan hak mendapatkan makanan tambahan yang diberikan petugas 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta kepada narapidana 

wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan telah terpenuhi sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. bahwa tidak 

terpenuhinya hak-hak narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca 

melahirkan disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala yang dihadapi 

petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatkan 

narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan yaitu 

diantaranta kurangnya ruangan khusus untuk narapidana wanita hamil dan 

narapidana wanita pasca melahirkan, kurangnya sumber daya manusia seperti 

dokter gigi dan bidan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan. 

Kata Kunci: Hak Narapidana Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan, Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum atau disebut 

sebagai negara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1
 Penegasan dari ketentuan 

konstitusi tersebut bermakna bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang 

aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus 

berdasarkan atas hukum. Menurut Lawrence M.Friedman, hukum sebagai suatu 

sistem yang akan berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen 

pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan 

hukum.
2
 Hukum merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengatur dan 

menjamin hak dan kewajiban seseorang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa 

setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan 

pemerintahan.
3
 Dalam hal ini menegaskan bahwa wanita dan laki-laki memiliki 

hak yang sama dihadapan hukum. 

                                                           
1
 Pasal 1 ayat (3). 

 
2
 Moh Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus 

(Yogyakarta:  Liberty Yogyakarta, 2009),  hlm. 1. 

 
3
 Pasal 27 ayat (1). 
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Istilah hukum dan hukum pidana hampir setiap hari ada di kehidupan 

masyarakat akan tetapi untuk memahami pengertian hukum pada umumnya dan 

hukum pidana pada khususnya sering mengalami kesulitan. Hukum pidana 

mempunyai suatu objek yaitu perbuatan melawan hukum yang sedang terjadi 

maupun yang akan terjadi. Hukum pidana dapat bekerja apabila didukung dan 

dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum bekerja 

menanggulangi gangguan berupa kejahatan yang ada dalam masyarakat baik yang 

preventif maupun represif.
4
 

Lembaga peradilan mempunyai suatu misi yaitu menegakkan keadilan 

dan hukum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang 

tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, lembaga peradilan dituntut agar setiap 

melaksanakan tugas dan fungsi yangg diembannya harus berdampak kepada 

tujuan dari negara itu. Dengan demikian lembaga peradilan tidak hanya menjadi 

sarana penyelesaian konflik atau sebagai tempat orang-orang yang berperkara 

melainkan mampu menjadikan setiap orang yang datang kepadanya terlindungi 

dan mendapatkan keadilan. Lembaga peradilan harus memiliki sifat kemandirian 

yang kuat, bebas dari berbagai macam intervensi baik berupa kekuasaan maupun 

uang. Namun pada kenyataannya, pada saat lembaga peradilan berada pada titik 

terendah sifat kemandirian lembaga peradilan akan hilang karena telah 

                                                           
4
 Moh Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus 

(Yogyakarta:  Liberty Yogyakarta, 2009),  hlm. 26. 
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terkontaminasi dengan kekuasaan dan uang
5
 sehingga hak dan kewajiban 

narapidana sering terlalaikan.  

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan 

dilaksanakan dengan seimbang. Hak diartikan sebagai sesuatu yang melekat pada 

diri seseorang sejak masih dalam kandungan sampai ia lahir dan penggunaannya 

tergantung kepada diri sendiri, sedangkan kewajiban diartikan sebagai sesuatu 

yang wajib dilakukan dengan rasa tanggung jawab diri sendiri. 

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani hukuman pidananya 

dan hilang kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Pada dasarnya 

hak-hak narapidana sudah menghilang namun lembaga pemasyarakatan tidak 

boleh menghilangkan hak-hak narapidana. Negara harus tetap menjamin segala 

hak yang dimiliki oleh narapidana dan narapidana juga harus melaksanakan 

kewajibannya sebagai narapidana sebagai bentuk pertanggung jawabannya. 

Pembinaan dengan menggunakan sistem pemasyarakatan merupakan 

upaya atau rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar si narapidana 

menyadari kesalahannya, bertaubat untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi 

tindak pidana. Di samping itu, ada harapan setelah narapidana bebas dari masa 

hukumannya berharap mereka dapat diterima kembali, dapat aktif berperan dalam 

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebgai warga yang baik dan 

bertanggung jawab di dalam masyarakat dan lingkungannya. Lembaga 

pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan ass pengayoman merupakan 

                                                           
5
 Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press, 

2010), hlm. 5-6. 
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tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi dan 

reintegrasi. 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi, “Sistem Pemasyarakatan 

adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara 

terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan 

kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki 

diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat 

hidup secara wajarsebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”
6
 Dengan 

hal ini, seorang narapidana akan dibina di dalam lembaga pemasyarakatan dengan 

harapan agar narapidana tersebut memiliki kesadaran dan tidak mengulangi 

perbuatan tindak pidana serta memberikan efek jera bagi narapidana. 

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dan sangat dibutuhkan oleh 

setiap manusia. Hal ini selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas 

kesehatan”. Pada orang umumnya, narapidana yang sedang menjalani masa 

hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan juga berhak atas kesehatan 

tersebut. 

                                                           
6
 Pasal 1 ayat (2). 



5 
 

 
 

Narapidana wanita dalam menjalankan masa tahanannya memiliki hak 

yang sama dengan laki-laki namun wanita memiliki kodrat yang tidak dimiliki 

oleh laki-laki. Hal itu berdampak harus ada keistimewaan khusus bagi wanita. 

Narapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh 

narapidana laki-laki yaitu siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan 

menyusui. Dalam hal ini hak-hak narapidana wanita harus lebih dilindungi dan 

mendapatkan perhatian khusus, baik menurut peraturan perundang-undangan 

maupun petugas lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia. 

Narapidana yang sedang hamil dan pasca melahirkan adalah seseorang wanita 

yang dapat hamil, melahirkan dan menyusui yang sedang tidak merdeka, yang 

harus hidup di dalam lembaga pemasyarakatan karena terbukti telah melakukan 

perbuatan tindak pidana sehingga di jatuhkan pidana penjara oleh Pengadilan. 

Minimnya ketersediaan fasilitas dan kurangnya sumber daya manusia 

yang ahli dan berpengalaman dalam lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu 

faktor pemicu buruknya pelayanan terhadap hak-hak narapidana termasuk 

narapidana wanita. Narapidana yang sedang hamil dan pasca melahirkan memiliki 

hak dan kewajiban yang sama seperti narapidana lainnya namun narapidana 

wanita yang sedang hamil dan pasca melahirkan harus memiliki hak khusus serta 

perhatian khusus yang diberikan negara untuknya di dalam lembaga 

pemasyarakatan dibandingkan dengan narapidana lainnya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Apakah hak narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca 

melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta 

sudah terpenuhi? 

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak 

narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dan 

kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui terpenuhinya hak narapidana wanita yang hamil dan 

pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB 

Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

pemenuhan hak narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca 

melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB 

Yogyakarta. 
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2. Kegunaan 

a. Kegunaan Teoritis 

Untuk memberikan gambaran tentang pengkajian peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak narapidana 

wanita hamil dan pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. 

b. Kegunaan Praktis 

Untuk bahan pertimbangan aparatur hukum terhadap pemenuhan 

hak-hak narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan dalam 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta agar 

tercapai pemenuhan sebagaimana mestinya dan menjadi bahan 

referensi kepada mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Syariah dan 

Hukum dalam penelitan selanjutnya. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam rangka mendukung penelitian dan sebagai pertimbangan yang 

bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini terhadap penelitian yang telah 

ada maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang 

telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terdapat beberapa 

karya ilmiah terdahulu yang setema dengan yang diteliti oleh penulis. 

Skripsi yang disusun oleh Heningtias Gahas Rukmana Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Hak-hak 

Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta,” di dalam 
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penelitian ini penulis lebih menekankan pemenuhan hak-hak narapidana wanita. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah 

penelitian ini lebih menekankan pada pemenuhan hak dan faktor-faktor 

pendukung serta penghambat dalam pemenuhan hak bagi narapidana wanita hamil 

dan pasca melahirkan.
7
 

Skripsi yang disusun oleh Elviannisa Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak 

Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Studi Kasus 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta,” di dalam penelitian ini penulis 

lebih menekankan pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas persamaan 

di hadapan hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

penyusun buat adalah penelitian ini lebih menekankan pada pemenuhan hak dan 

faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pemenuhan hak bagi narapidana 

wanita hamil dan pasca melahirkan.
8
 

Skripsi yang disusun oleh Nasiematul Arifat Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Makanan 

yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta),” di dalam penelitian ini 

penulis menekankan pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi 

                                                           
7
 Skripsi Heningtias Gahas Rukmana dengan judul “Hak-hak Narapidana Wanita Di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014. 

 
8
 Skripsi Elviannisa dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas 

Persamaan Di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta” 

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016. 
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warga binaan perempuan hamil dan analisis hukum hak asasi manusia terhadap 

pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan 

perempuan hamil. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun 

buat adalah pemenuhan hak dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam 

pemenuhan hak bagi narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan.
9
 Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat penyusun adalah sama-sama 

melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB 

Yogyakarta. 

Skripsi yang disusun oleh Ricco Antar Budaya Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya yang berjudul “Realita Prinsip Dasar Pemasyarakatan 

dalam Pembinaan Narapidana Wanita yang sedang Hamil dan Pasca Melahirkan 

Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Wanita Malang),” di dalam penelitian ini penulis menekankan prinsip dasar 

pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana yang sedang hamil dan pasca 

melahirkan di lembaga pemasyarakatan dan kendala yang dialami dalam 

mewujudkan realita pembinaan narapidana yang sedang hamil dan pasca 

melahirkan di lembaga pemasyarakatan. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan penyusun buat adalah pemenuhan hak dan faktor-faktor 

                                                           
9
 Skripsi Nasiematul Arifat dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Makanan 

yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018. 
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pendukung serta penghambat dalam pemenuhan hak bagi narapidana wanita hamil 

dan pasca melahirkan.
10

 

Jurnal yang ditulis oleh Tirsa D.G Ticoalu yang berjudul “Perlindungan 

Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan,” jurnal ini 

menjelaskan bahwa untuk mengetahui sistem perlakuan terhadap narapidana 

wanita hamil di lembaga pemasyarakatan menurut ketentuan yang berlaku dan 

bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana wanita hamil dan hak yang 

dimilikinya pada saat berada dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
11

 

E. Kerangka Teoritik 

Adapun landasan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini 

adalah: 

1. Hak 

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan 

penggunaannya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab.
12

 

Contohnya setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapatnya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu 

hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu 

                                                           
10

 Skripsi Ricco Antar Budaya dengan judul “Realita Prinsip Dasar Pemasyarakatan 

dalam Pembinaan Narapidana yang sedang Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga 

Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang)” Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya, 2013. 
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(karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan 

yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
13

 

2. Sistem Pemasyarakatan 

Konsep pemasyarakatan di Indonesia pertama kali pada tahun 1963 oleh 

Sahardjo sebagai berikut:
14

 

1) Pemasyarakatan berarti kebijakan dalam perlakuan terhadap yang bersifat 

mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi 

para narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. 

2) Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang diputus 

oleh hakim untuk menjalani pidananya yang ditempatkan dalam lembaga 

pemasyarakatan maka istilah penjara diubah menjadi Lembaga 

Pemasyarakatan. 

3) Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang 

didasarkan atas asas pancasila dan memandang terpidana sebagai 

makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, Sistem pemasyarakatan adalah suatu tantangan 

mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan 

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 
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11. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak


12 
 

 
 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab. 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

tidak mengatur secara khusus mengenai pembinaan terhadap narapidana wanita 

yang sedang hamil dan pasca melahirkan. Namun hal ini diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa warga binaan 

yang hamil dan pasca melahirkan berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai 

dengan petunjuk dokter. 

3. Narapidana 

Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani sanksi. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narapidana adalah orang yang sedang 

menjalani hukuman karena tindak pidana.
15

 Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah 

terpidana yang menjalni pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
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4. Wanita Hamil dan Wanita Pasca Melahirkan 

Wanita hamil adalah seseorang wanita yang membawa janin di dalam 

tubuhnya dan janin tersebut merupakan hasil pembuahan. 

Wanita pasca melahirkan adalah seseorang wanita yang sudah 

melahirkan bayi dan memberikan air susu dari buah dada untuk di minum kepada 

bayinya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 

yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan yang berada di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta untuk memperoleh data-data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Preskriptif Analitis yaitu metode yang dipakai 

untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.
16

 

3. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yang 

dimaksud penelitian yuridis empiris adalah melihat sesuatu kenyataan hukum di 

dalam masyarakat.
17
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4. Sumber Data 

Penelitian ini mendasarkan sumber datanya pada dua macam yaitu data 

primer dan data sekunder:
18

 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta 

melalui wawancara petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana 

wanita. Dengan peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara 

menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda 

(metode observasi). 

b. Data Sekunder 

Adapun Data Sekunder ini adalah: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan terdiri dari: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 27 ayat (1) perihal setiap warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) perihal hak-hak 

narapidana. 
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3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Negara Binaan Pemasyarakatan. 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

memberikan kejelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder terdiri dari literatur (buku-buku), jurnal, hasil penelitian, 

website, surat kabar, internet, fakta hukum, pendapat para ahli dan 

narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan 

materi penelitian. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, catatan 

kuliah dan sebagainya yang dapat menjadi bahan referensi atau 

acuan. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan mengamati 

secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan untuk mengetahui 

langsung kondisi yang terjadi. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah dapat bertatap muka langsung dengan 

responden untuk menanyakan berkaitan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pokok permasalahan yang akan 

diteliti.
19

 

c. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan meniliti 

dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan 

hukum dan informasi baik berupa peraturan perundang-undangan, 

buku, karya ilmiah dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini.
20

 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah secara kualitatif 

dimana metode ini penulis mengumpulkan data dengan cara observasi dan 

wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait untuk dapat dirangkum 
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dalam bentuk yang mudah untuk dipahami. Seluruh data yang diperoleh akan 

diolah dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan 

kesimpulan dari umum ke khusus. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun urutan dan tata 

letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama, berisi tentang bab pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tinjauan umum hak dan sistem pemasyarakatan yang 

sesuai perundang-undang yang berlaku dan lainnya yang berhubungan dengan 

sistem lembaga pemasyarakatan. 

Bab Ketiga, berisi tentang membahas terkait gambaran umum Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Yogyakarta. 

Bab Keempat, berisi tentang analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis mengenai Hak dan Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan 

dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan. 

Bab Kelima, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan serta saran sebagai 

masukan terkait dengan penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai praktik 

di lapangan kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan hak mendapatkan makanan 

tambahan yang diberikan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas IIB Yogyakarta kepada narapidana wanita hamil dan narapidana 

wanita pasca melahirkan telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

2. Bahwa tidak terpenuhinya hak-hak narapidana wanita hamil dan 

narapidana wanita pasca melahirkan disebabkan beberapa faktor yang 

menjadi kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan dalam 

mengayomi serta memasyarakatan narapidana wanita hamil dan 

narapidana wanita pasca melahirkan yaitu diantaranya kurangnya ruangan 

khusus untuk narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca 

melahirkan, kurangnya sumber daya manusia seperti dokter gigi dan bidan 

dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan. 
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B. Saran 

1. Diharapkan kepada Pemerintahan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia agar memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Bangunan 

Lembaga Pemasyarakatan yang layak sangat membantu terlaksananya 

pemenuhan hak-hak narapidana. 

2. Seharusnya pemerintah mengeluarkan peraturan atau Undang-Undang 

khusus yang tegas untuk menjamin perlindungan khusus narapidana 

wanita hamil dan pasca melahirkan. Dengan peraturan atau Undang-

Undang khusus tegas yang dikeluarkan oleh pemerintah setidaknya bisa 

meminimalisir pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil dan pasca 

melahirkan tidak terpenuhi.  
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